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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Sangiang kecamatan Wera 

Kabupaten Bima NTB dalam meningkatkan pendapatan asli desa menjadi 

syarat utama dalam pemberdayaan masyrakat desa.  

1. Dalam pelaksaannya BUMDes sangat berperan juga untuk menjadi solusi 

pemecahan masalah pengangguran di desa Sangiang.  

2. BUMDes juga bertanggungjawab penuh kepada pemerintah desa dan 

secara moral bertanggungjawab kepada kepercayaan masyarakat desa. 

5.2 Saran 

Pada penelitian ini, peneliti dapat memberika saran kepada semua 

pihak yang berkaitan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Penelitian ini diharapkan menjadi tendensi dan sumber bagi pemerintah 

dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja BUMDes dalam melaksanakan 

perannya dan diharapkan menjadi bahan edukasi masyarakat tentang peran 

BUMDes yang ada di desanya sehingga menjadi titik tolak peningkatan 

kualitas badan usahanya. 

2. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber ilmu untuk pegiat ilmu 

pengetahuan, terlebih pada ilmu pemerintahan. 
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